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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminat
Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum
dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema “Peluang dan
Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Petlindungan
Sumber Daya Laut”dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselangga.ra atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jumnal Media Hukum.
Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektf
Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laiit menjadi sumbangan pemikiran, media tukar
menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek
hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai
perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal
media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam
pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan
kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di
Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pih:;.k yang telah membantu, kami
ucapkan terima kasth.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 April 2015
Dekan
Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
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MASYARAKAT EKONOMI ASEAN:
HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPU‘BLIK INDONESIA
TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING

Djoko Imbawani Atmadjaja

ABSTRAK

Liberalisasi perdagangan dunia, menyebabkan negara-negara di berbagai belahan dunia ini
membangun kerjasama terutama kerjasama ekonomi untuk menghadapi dampak dari globalisasi.
Diantara organisasi regional tersebut adalah ASEAN yang merupakan organisasi negara-negara
Asia Tenggara. Perkembangan kerjasama regional mengarah pada terbentunya kawasan ekonomi
yang tetintegrasi. Kawasan ekonomi terintegrasi memang membawa berbagai peluang bagi
negara-negara anggota, dan di sisi lain juga menghadirkan berbagai masalah yang harus disikapi.
Kawasan ekonomi terintegrasi ASEAN yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) memungkinkan terjadinya aliran dana asing ke Indonesia untuk kegiatan investasi. Di satu
sisi investasi dibutuhkan untuk mewujudkan kemakmuran di sisi lain mengandung ancaman
terganggunya lingkungan hidup sebagai potensi kemiskinan di kemudian had. Revitalisasi hak
pengawasan negara terhadap kegiatan investasi merupakan kebutuhan yang mendesak.

Kata kunci: hak mengawasi negara, risiko pasar terbuka, investasi
i 9 Pendahuluan.

Kehancuran ekonomi Indonesia pa;ia akhir pemerintahan Soekarno, melahirkan kebijakan
pembangunan ekonomi melalui investasi asing. Kebijakan ini dituangkan melalui UU No. 1
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Visi pembangunan ekonomi dengan
memanfaatkan keunggulan dari investor asing untuk membangun kemampuan pengusaha lokal
dilakukan dengan kebijakan mewajibkan sctiap investasi asing di dalamnya ada kontent lokal yang
diharapkan secara sistemik tetjadi pengalihan aset, teknologi, ketrampilan, menejemen, akses
pasar dati investor asing ke pengusaha lokal.

Kebijakan ini memang telah menghasilkan pengusaha-pengusaaha lokal/nasional yang
yang mampu mengetrapkan prinsip-prinsip bisnis modermn dalam bentuk perusahaan-perusahaan

konglomerasi. Sayangnya perubahan situasi politik telah menyebabkan timbulnya rasa takut dari
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pengusaha-pengusaha yang telah dibesarkan oleh pemerintah sehingga mereka beramai-ramai
mengalihkan asetnya ke pihak asing dengan berbagai skenario untuk mengantisipasi sikap “balas
dendam” dari kelompok masyarakat yang waktu itu dikecewakan. Keadaan ini diperparah dengan
terjadinya krisis keuangan yang melebar sampai menjadi krisis politik dan krisis sosial. Praktis
kegiatan investasi terhenti karenanya pertumbuhan ekonomi waktu itu minus 13 %.

Kirisis moneter yang merambah pada kuists politik telah menyebabkan turunnya Suharto
sebagai presiden yang sekaligus menandai berahirnya era pemerintahan Orde Baru dan lahirmya
rejim baru yang dikenal dengan era pemerintahan reformasi. Era reformasi yang mengusung visi
demokratisasi, disamping mereformasi di bidang ketatanegaraan juga harus mereformasi
kebijakan di bidang perdagangan dan investasi sebagai akibat ikutnya Indonesia dalam Otganisasi
Perdagangan Dunia.

Reformasi kebijakan di bidang investasi lebih dilakukan untuk memenuhi tuntutan dan
Trade Related Investment Measures (Iim’s WTO) agar setiap negara anggota menghilangkan
kebijakan non diskriminasi dan pembatasan kuantitatif dalam kebijakan investasinya. Untuk
memenuhi tuntutan ini, menyebabkan Indonesia mengganti UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA
dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal.Oleh karena reformasi kebijakan investasi di Indonesia ini dilakukan terutama untuk
memenuhi kesepakatan yang tertuang dalam TRIM’s maka selain memasukkan dua kewajiban
tersebut secara umum kebijakan investasi asing tidak banyak berubah. Hal ini bisa dimaklumi
karena pemerintah masih mempertimbangkan petan investasi asing dalam pembangunan
ekonomi nasional.

Kebjjakan investasi negara berkembang umumnya diterapkan untuk pertimbangan-pertimbangan:

1.  Dipergunakan sebagai instrumen yang efisien untuk mempromosikan pembangunan
ekonomi nasionalnya, khususnya pembangunan industri tertentu. Selanjutnya mendorong
investor asing untuk meningkatkan kontribusi teknologi mereka untuk meningkatkan
ekspor dan memperkuat netaca perdagangannya;

2. Beberapa kebijakan investasi sebagai bentuk campur tangan negara dalam aktifitas ekonomi
yang relatif murah;

3. Satu dan sekian pilihan kebijakan yang dapat dilakukan oleh negara untuk mencegah
praktek bisnis restriktif yang dilakukan oleh perusahaan multi nasional.

Bagi negara berkembang, sebagaimana Indonesia, kebijakan investasinya masih
membetikan incentif bagi investor asing agar mereka mau datang dan berinvestasi di Indonesia
(Brian Mc Donald, 1998:181). Kebjjakan untuk menarik investor asing sengaja ditancang untuk

memanfaatkan operasionalisasi perusahaan asing (multy national corporation)untuk sebanyak
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mungkin terjadi trasformasi dalam usaha membangun ekonomi nasional. Kebijakan seperti ini
memang bukan suatu fenomena uritk untuk membangun negara betkembang (David, 1991: 145-
167). Meskipun dalam kenyataannya harapan tersebut tidak selalu terwujud.

Petusahaan multi nasional yang beroperasi di negara berkembang umumnya mempunyai
kedudukan yang superior dibaridingkan dengan petusahaan-perusahaan domestik baik di bidang
permodalan, teknologi, menéjemen. Biasanyz mereka enggan untuk bersaing dengan perusahaan
domestik sehingga perusahaan multi nasional ini akan masuk ke bidang-bidang usaha dimana
pasarnya tidak sempurna (UNCTAD, 1997) akibatnya perusahaan multi nasional ini sering
dianggap memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dari pesaingnya, dan berpotensi tetlibat
dalam praktik bisnis restriktif (Frank Long, 1979).

Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang dibangun sebagai suatu kawasan terintegrasi
merupakan realisasi bentuk akhir dari tujuan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara.
Integrasi ekonomi yang akan berdampak pada peran negara dalam mengantisipasi terjadinya
persaingan yang sing{.-a.t ketat melalui regulasi-regulasi di bidang persaingan, perlindungan
konsumen, hak atas kekayaan intelektual, perpajakan dan perdagangan cyber untuk menciptakan
persaingan yang jujur . kawasan terintegrasi ini juga ditujukan untuk memperkuat kedudukan
negara-negara anggota .ASEAN . dalam menghadapi perekonomian global.

Dimulainya MEA pada ahir tahun 2015, dimana hambatan-hambatan dikurangi atau
bahkan dihilangkan, memang memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan
ekspor. Peningkatan ekspor ini berarti peningkatan produksi sehingga GDP Indonesia juga akan
meningkat.-Akaﬁ tetapi Srén;g masih menjadi permasalahan, dan mungkin menjadi permasalahan
baru bagi Inodnesia, yaitu homogenitas komoditas yang dipetjual belikan. Komoditas ekspor
indonesia sebagian besat berupa hasil pestanian, hasil hatan, hasil tambang, tekstil dan barang
elektronik (Santoso, 2008). Hal ini akan diperparah dengan risiko persaingan dengan masuknya
barang-barang impor yang akan mengalir dalam jutnlah besar dan dengan kualitas yang lebih baik
akan mengancam industri domestk yang berpengaruh pada meningkatnya defisit neraca
perdagangan.

Di bidang investasi, kondisi ini akan menciptakan iklim yang mendukung masuknya
investasi asing (foreign direct investment) yang juga dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui
alih teknologi, terciptanya-lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia dan akses pasar.
Disamping kesempatan tersebut kondisi ini bukan tanpa rsiko. Masuknya modal asing ke
Indonesia dalam jumlah besar akan berdampak pada risiko eksploitasi akan semakin meningkat.
Kekayaan alam Indonesia yang melimpah akan menarik minat investor untuk masuk dalam
bidang usaha yang berbasis pada sumber daya alam. Ketidak berdayaan pemerintah Indonesia
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menghadapi tisiko ini karena regulasi yang ada kurang mengikat, memungkinkan terjadinya
tindakan eksploitasi dalam skala besar yang mengancam terhadap ketersediaan sumber daya alam
yang dilakukan oleh investor asing yang masuk ke Indonesia.

Rusaknya sumber daya alam berupa hutan , seperti yang dialami Kalimantan yang
sebelumnya terkenal sebagai patu-paru dunia, serta sumber daya alam lainnya yang akan segera
menyusul sebagai akibat tindakan eksploitasi yang berlebihan akan mengancam ekosistem di
Indonesia. Rusaknya ekosistem akan mengakibatkan kemiskinan bukan kemakmuran.

Regulasi investasi Indonesia lebth mengatur mengenai fasilitas dan petlindungan bagi
investor asing yang berinvestasi di Indonesia. Sedangkan kebijakan yang menjaga kondisi alam
termasuk ketersediaan sumber daya alam belum cukup kuat (hanya dimuat dalam prinsip-prinsip

penanaman modal)

2. Permasalahan.
Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan dapatlah diajukan sebagai permasalahan
sebagai berikut:
a.  Apakah negara dapat mengawasi operasionalisasi perusahaan asing yang melakukan
penanaman modal di Indonesia?

b.  Alasan apa saja yang memungkinkan negara melakukan pengawasan?

3. Pembahasan,

Kebijakan investasi yang berorientasi pada keinginan membangun industrialisasi Tderig%ih
memanfaatkan kelebihan-kelebihan dari perusahaan multi nasional memang menampakkan
hasilnya. Hal ini bisa diukur dengan banyakkan investasi asing yang masuk ke Indonesia.
Masuknya perusahaan multi nasional ini bukan hanya tidak dapat disaingi oleh perusahaan
nasional, akan tetapi juga nampaknya pemerintah tidak atau belum berdaya melawan politik bisnis
mereka. Ketidak mampuan negara melawan politik bisnis mereka dapat dilihat bahwa ternyata
negara tidak mampu memungut pajak dari mereka meskipun mereka telah melaksanakan kegiatan
usahanya di Indonesia lebih dari 24 tahun. Menteri Keuangan mensinyalir ada 4000 perusahaan
PMA yang sejak berdiri belum pernah membayar pajak.

Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa Indonesia telah meratifikasi tiga dokumen sebagat
persyaratan keanggotaan dalam WTO. Yang pertama adalah GATT, yang kedua TRIP’s dan yang
ketiga adalah TRIM’s. Menurut hukum internasional, sekali negara menandatangani dan
perjanjian WTO maka negara wajib untuk mengikuti hukum WTO. TRIM’s sebagai persetujuan
yang berkaitan dengan kebijakan investasi negara anggota WTO, yang merujuk pada ketentuan
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 GATT Pasal III (National treatment) dan Pasal XI (restrictive quantitative), telah mengurangi hak
"~ negara dalam menentukan kebijakan investasinya. Pasal III GATT yang memuat ketentuan untuk
- perlakuan yang sama antara barang impor dan barang lokal (national treatment) selanjutnya
diperlakukan secara konsisten tethadap dampak dari perdagangan tersebut yang berupa kegiatan
investasi. Demikian juga ketentuan dalam Pasal XI GATT yang melarang batasan kuantitatif
terhadap kegiatan impor-ekspor barang, diperlakukan secara konsisten terhadap dampak dati
kegiatan impor-ekspor berupa investasi. Konsekuensinya kebijakan investasi yang bertujuan
“* untuk mempromosikan pengusaha lokal seperti yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing tidak lagi boleh dilakukan.

Di beberapa daerah juga sudah mulai ada tindakan sepihak dari masyarakat setempat
tethadap perusahaan pertambangan karena dinilai telah merusak lingkungan hidup dimana
mereka tinggal. Jika pemerintah mengambil langkah mampu melaksanakan pengawasan terhadap
operasionalisasi perusahaan penanaman modal ini mungkin peristiwa itu tidak perlu terjadi
Kejadian serupa mungkin saja semakin sering kita dengan di masa mendatang jika Indonesia
semakin kebanjiran investasi asing. ‘

TRIM’s hanya melarang negara untuk mengambil kebijakan investasinya yang
memperlakukan berbeda antara investor asing dengan investor domestik serta larangan kebijakan
yang membatasi kegiatan investasi secara kuantitatif seperti yang dijelaskan dalam ilustrasi yang
ditujukan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembatasan kuantitatif. Negara masih
memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas perusahaan multi nasional dan
mengambil kebijakan untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas perusahaan multi nasional sesuai
dengan politik ekonomi dan sosial dari negara tempat investasi (Azt. 7 Charter of Economic
Rights and Duties of State/CERDS).

Berdasarkan hukum internasional ini, hak setiap negara untuk berdasarkan perundang-
undangan mengatur masalah investasi yang dilakukan di teritorialnya sesuai dengan tujuan dan
ptioritas nasionalnya (Pasal 2 ayat 2 CERDS).

Amanat UUDNRI 1945 sebagai mana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33
ayat (2), (3) dan (4). Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak diperbolehkan
melakukan usaha-usaha pembangunan yang metusak lingkungan. Pasal 33 ayat 2 UUD
menentukan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup
otang banyak dikuasai oleh negara. Norma ini memberikan ketegasan mengenai batas kekuasaan
negara sekaligus peran negara di sektor sosial ekonomi masyarakat. Dua indikator utama yang
dipakai sebagai ukuran dimana negara harus berperan. Indikator pertama adalah apakah suatu
cabang produksi adalah penting bagi negara atau tidak dan kedua, apakah cabang produksi
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tertentu adalah menguasai hajat hidup orang banyak atau tidak. Jika jawabannya adalah “ya” maka
masalah itu merupakan tangungjawab negara, sehingga negara atas nama kepentingan tersebut
harus berperan aktf.

Pasal 33 ayat (3) mengatur tentang hak negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan
yang ada di dalamnya. Terminologi hak menguasai oleh negara tidak boleh diantikan sebagai
“memiliki”.Hak menguasai negaraharus diartikan sebagaipemberian wewenang kepada negara,
sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi
(Bakri, 2007: 34).:

a.  Mengatur dan menyelenggarakan  peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaannya;

b.  Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dati) bumi, air dan
ruang angkasa itu;

¢ Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-
perbuatan hukum yang mengenai bumi, 2ir dan ruang angkasa. Segala sesuatunya dengan
tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang
adil dan makmur _

Konsep penguasaan negara tethadap cabang-cabang produksi yang “penting bagi negara
dan menguasai hajat hidup orang banyak™ dapat diartikan bahwa negara berada diatas semua
kepentingan dan harus berperan sebagai penyeimbang dari “kepentingan nasional” yang mewakili
kepentingan masyarakat bangsa (paham kolektivisme) dan “kepentingan umum” yang mewakili
kepentingan individu dati suatu komunitas (paham individualisme). Eksistensi kekuasaan negara
tersebut dapat dilakukan dengan cara mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi tersebut
(regulatory state), sexta dapat juga dalam hal atau keadaan tertentu negara melaksakan sendiri melalui
organ yang dibangunnya untuk melaksanakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang
banyak (development state).

Penguasaan negara untuk melindungi sumber daya alam yang erat hubungannya dengan
menjaga ekosisten agar kehidupan ini tetap bisa berlangsung dengan nyaman, khususnya dalam
kegtatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing, dalam undang-undang
penanaman modal dirasa masih kurang mengikat. Dua alasan yang bisa dipergunakan oleh
pemerintah negara untuk bisa masuk dalam kegiatan bisnis masyarakat. Pertama untuk
“kepentingan umum” dan kedua untuk “kepentingan nasional”. Terminologi “kepentingan
nasional” di antaranya ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (UUPM). Pasal 12 ayat (5) UUPM menentukan : “Pemerintah menetapkan
bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional yaitu
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petlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah,
dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi
modal dalam negeri, serta ketjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah”

Fungsi pengaturan dan pengawasan tethadap aktifitas penanaman modal lebih berada
dalam pengawasan preventif. Dengan menentukan sarat-sarat dalam pemberian jjin bagi
penanaman modal untuk bidang usaha yang terbut bersyarat seperti dimaksud oleh Pasal 12 ayat
(5) UUPM 2007 nampaknya sudah dianggap cukup untuk melakukan tindakan perlindungan
tethadap terpeliharanya sumber daya alam. Apakah setelah perusahaan modal asing tersebut
beroperasi kemudian terjadi yang sebaliknya kewenangan negara untuk mengawasi dang kalau
petlu menghentikan aktifitasnya tidak diatur dengan tegas.

Hak pemerintah negara untuk mengawasi aktifitas perusahaan penanaman modal asing,
terutama yang berkaitan dengan perusahaan yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan
pengelolaan sumber daya alam. Peran pemerintah negara dalam perlindungan terhadap sumber
daya alam menurut ketentuan undang-undang tentang Penanaman Modal ini dilakukan dalam
bentuk menetapkan bidang usaha yang terbuka bersyarat.

Amanah yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (5) UUD bahwa apa saja yang termasuk
golongan usaha yang betkaitan dengan hajat hidup orang banyak, termasuk di dalamnya hajad
untuk hidup dalam suatu ekosistem yang menunjang kehidupan yang baik dan sehat harus diatur
dalam undang-undang. |

Pengaturan dalam suatu undang-undang menjadi strategis, oleh karena norma-undang-
undang merupakan sistem pengawasan yang disepakati dalam CERDS. Dimana untuk
menetapkan bahwa aktifitas bisnis perusahaan penanaman modal asing sejalan atau menyimpang
ukurannya adalah undang-undang (Pasal 2 ayat 2b CERDS). Kriteria yang dipakai sebagai tolok
ukur sepenuhnya merupakan kewenangan dari pemerintah negara dimana kegiatan penanaman
modal itu dilakukan dan perusahaan penanaman modal asing harus mematuhi ketentuan tersebut
dalam setiap aktifitas bisnisnya.

Dalam seminar ini kita diminta untuk betbicara perspektif hukum dan perlindungan
sumber daya laut, dalam menyambut dimulainya masyarakat ekonomi ASEAN.

Sebagaimana dimaklumi, Indonesia adalah negata kepulauan, sebagai negara kepulauan,
wilayah Indonesia sebagian besar berupa laut (kurang lebih 70 % dari wilayah Indonesia. Bangsa
nusantara ini dahulu dikenal dengan bangsa pelaut, atau bangsa maritim. Masa kerajaan Stiwijaya
sampai dengan masa kerajaan Majapahit menjadi' besar karena kekuatan pelautnya. Entah
mengapa kemudian bangsa ini kemudian diindokrinasi melalui sistem pendidikannya sehingga
menjadi kesadaran publik bahwa bang Indonesia adalah bangsa agraris.
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Ada yang menghitung bahwa kekayaan laut Indonesia ini kalau dikelola dengan baik dan
benar akan memberkan penghasilan bagi negara sebesar 3 kali APBN 2014. Artinya Indonesia
masih punya kekayaan potensial yang belum dikelola menjadi kekayaan rel. Di sisi lain para
nelayan Indonesia sebagian besar merupakan nelayan pantai dengan peralatan melautnya yang
masih tradisional. Pendidikan pelayaran tidak ada yang secara khusus mencetak pelaut yang
mampu mengelola potensi laut Indonesia. Sehingga Indonesia belum memiliki tenaga terdidik
yang tertarik untuk mengelola kekayaan laut.

Pilihannya lagi-lagi pastilah mengundang pelaut asing untuk mengusahakan potensi laut
Indonesia. Hal ini bukan tanpa masalah tethadap terpeliharanya sumber daya laut. Masalah juga
masth sama. Indonesia masih belum mengatur pengelolaan sumber daya laut secara baik dan
tegas. Potensi terjadinya eksploitast yang berlebihan masih besar sehingga kemungkinan rusaknya
sumber daya laut juga cukup besar.

Tindakan penangkapan kapal asing dan menenggelamkan kapal yang dipergunakan bukan
merupakan langkah strategis, akan tetapi lebih pada pencitraan politlk. Masalah yang
sesungguhnya belum tersentuh oleh kebijakan kelautan Indonesia. Menumbuhkan kembali
budaya maritim kiranya merupakan kebijakan yang strategis yang selanjutnya didukung oleh ilmu
pengetahuan dan teknologi serta aturan hukum yang baik jelas dan tegas akan menjadikan laut
sebagai sumber penghasilan negara dan penghasilan masyarakat yang menjanjikan kemakmuran.

Pandangan masyarakat terhadap masyarakat nelayan adalah mereka adalah kolompok
masyarakat miskin yang sering di marginalkan. Bagaimana merubah nilai masyarakat miskin
menjadi masyarakat kaya sehing.ga orang tertarik untuk menjadi bagian di dalamnya.
Pembangunan hukum kelautan adalah penting akan tetapi yang lebih penting mungkin aalah
membangun budaya kelautan bagi bangsa Indonesia.

4. Kesimpulan

Hak negara untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perusahaan mult nasional yang
melakukan investasi di Indonesia selain diharuskan oleh UUD juga diakui dan disetujui oleh
hukum internasional.

Dalam menghadpi masyarakat Ekonomi ASEAN dan masyarakat dunia Indonesia petlu
mempersiapkan diri. Dari perspektif hukum pembangunan hukum investasi yang didalamnya ada
hak pemerintah negara untuk mengatur dan memerksa aktfitas perusahaan multi nasional
menjadi mendesak untuk mengantisipasi tetjadinya kegiatan eksploitasi yang berpotensi merusak
sumber daya alam yang pada gilirannya juga akan merusak ekosistem dan mengganggu sistem
kehidupan.

~224 ~



|
-
L ]

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

Daftar Pustaka e

Greenaway,David, Why Are We Negotfatiné 5r;~_._'_IRMr? In David Greenaway et. al, 1991, Global
Protectionism G

Long, Frank, 1979, Restrictive Business Practices, Transnational Corporation and Developnent: A Survey

McDonald, Brian, 1998, The World Trading System

Muhammad Bakri,2007,Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, Paradigma Barn nntuk Reformasi Agraria

Santoso, W. Et. al.,, 2008, Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012: Integrasi Ekonomi ASEAN
dan Prospek Perekonomian Nasional.

UNCTAD, Repott 1997, World Investment: Transnational Corporations, Market Structure and Competition
Poliey.

~ 225 ~



